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ABSTRAK 

 

Kampanye merupakan hal yang penting didalam sebuah proses pemilihan 

umum karena, dalam kampanye partai politik dan calon legislatif mengenalkan 

dirinya kepada masyarakat luas. Didalam kegiatan pemilihan umum peserta 

kampanye harus memperhatikan dan mentaati beberapa aturan yang telah tertuang 

didalam undang-undang yang berlaku terkait dengan kegiatan pemilihan umum 

tersebut. Di Kota Yogyakarta salah satu aturan yang harus ditaati peserta pemilu 

yaitu Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Walikota 

No. 21 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Walikota 

Yogyakarta dengan membuat peraturan tersebut berharap kepada peserta 

kampanye untuk mentaati Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013. Kemudian hal 

yang menarik Penyusun untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemasangan alat 

peraga kampanye sudah sesuai dengan Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 

tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan 

pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum  Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 

2014 di wilayah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Walikota No. 67 

Tahun 2013. Maka, penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field 

Research) dengan sifat penelitian yuridis normatif  yaitu dengan mengunakan 

dasar Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 kemudian melihat pelaksanaan 

dilapangan. Objek penelitian ini yaitu Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013.  

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan skunder dalam hal ini 

menggunakan analisis data kualitatifdengan penalaran deduktif maksudnya 

menyeleksi data dari lapangan menurut kualitas dan kebenaranya kemudian dilihat 

dengan Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta belum sesuai 

dengan Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan 

Walikota No. 21 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga 

Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota 

Yogyakarta,karena banyak pasal-pasal di dalam Peraturan Walikota tersebut yang 

diabaikan para peserta kampanye. Pasal-pasal tersebut diantaranya: Pasal 3, Pasal 

6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal12 yang Pasal-pasal itu merupakan inti pengaturan dari 

Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis pemegang kekuasaan 

haruslah bertanggung jawab kepada rakyat. kekuasaan diperoleh melalui 

sistem pemilihan umun yang bebas.  

Perkembangan politik suatu negara adalah suatu hal yang sangat 

penting untuk menganalisis dan mengamati proses kelembagaan kegiatan 

politik yang sah, untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana yang 

dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945 tentang konsep kedaulatan 

rakyat. 

Sebagai konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia, maka tidak saja 

untuk melihat perubahan yang terjadi dalam sikap dan tingkah laku politik 

masyarakat secara keseluruhannya, akan tetapi juga perlu memperhatikan 

perubahan yang terjadi dalam sikap dan tingkah laku poltik golongan elite.
1
 

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara 

demokrasi yang menganut sistem perwakilan.
2
 Pemilihan umum  berfungsi 

sebagai alat penyaring bagi ”politikus-politikus” yang akan mewakili dan 

membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih 

dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau 

                                                      
1
 Alfian, Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 8. 

2
 Moh. Kusnardi dan harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, (Jakarta: Pusat 

Studi Hukum Tatanegara Fak. Hukum UI, 1983) hlm. 328. 
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kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih 

besar melalui partai politik (parpol).
3
 Pemilu mutlak diperlukan oleh negara 

yang menganut paham demokrasi.
4
 Indonesia merupakan salah satu negara 

yang menganut paham demokrasi sehingga pemilu sangat dibutuhkan untuk 

pergantian pemimpin yang duduk dalam legislatif. visi dan misi sebuah negara 

dapat diwujudkan melaui perubahan dengan diselenggarakanya pemilihan 

umum. 

Pemilihan umum (general election) merupakan salah satu sarana 

penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, 

pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah 

untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai 

dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip 

kedaulatan rakyat dimana rakyat yang berdaulat, semua aspek 

penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada 

rakyat untuk menentukannya. pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila 

pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum tanpa 

persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga 

pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.
5
  

Pemilihan umum diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22 

ayat (1) telah menentukan bahwa, Pemilihan Umum dilaksanakan secara 
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langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Di 

dalam Pasal 22 E ayat (5) ditentukan bahwa pemilihan diselenggarakan oleh 

suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri. KPU sebagai pelaksana pemilihan umum untuk kelancaran dalam 

acara pemilihan umum KPU membuat peraturan yang dapat disebut peraturan 

KPU sebagai mana peraturan ini harus ditaati oleh peserta pemilu maupun 

anggota calon  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dalam serangkaian kegiatan pelaksanaaan pemilu ada salah satu 

kegiatan yang disebut masa kampanye pemilu. Di dalam UU No. 8 Tahun 

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  kampanye pemilu 

adalah  kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan 

menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu.
6
 Daerah provinsi maupun 

kabupaten mempunyai aturan mengenai tata ruang daerah dan aturan 

mengenai keindahan kota guna mengantisipasi adanya pihak-pihak tertentu 

yang mengunakan haknya untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompok 

tanpa memperhatikan tata ruang yang ada. Dalam kegiatan kampanye 

pemilihan umum banyak sekali aturan-aturan yang perlu di perhatikan baik 

UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
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kampanye pemilu, peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan 

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

maupun  peraturan Pemerintah kota Yogyakarta yang di tuangkan dalam 

Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota No. 21 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga 

Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkhusus Dalam 

Pemasangan Alat Peraga Kampanye. 

Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penataan pemasangan alat peraga 

kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, membuat 

sebuah Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat 

Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pesangan alat peraga 

kampanye, walikota Yogyakarta berharap para peserta kampanye dapat 

memperhatikan aturan-aturan yang ada di dalam Peraturan Walikota tersebut 

dan berharap tidak ada pelanggaran kampanye pemilihan umum.  

Melihat laporan pemilihan umum tahun 2004 ada beberapa data 

laporan pelanggaran pemilu di antaranya: 

1. Adanya partai politik yang menggali trotoar untuk pemasangan alat peraga 

kampanye berupa bendera di sepanjang Jalan  Taman Siswa, dan Jalan 
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Mataram. Dikarenakan pemasangan alat atribut tersebut sebelum masa 

kampanye dan tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud 

Kep KPU No. 701 Tahun 2004, maka tidak ada kompetensi KPU untuk 

mengambil tindakan secara administratif, sehingga dapat dikategorikan 

palanggaran terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang izin 

reklame; 

2. Alat peraga seperti spanduk yang melintangi jalan dan terpasang 

dijembatan, brosur/leaflet yang banyak menempal di pasar-pasar, lampu 

hias, traffic light dan rumah penduduk tanpa izin si pemilik;  

3. Kampanye dengan pawai kendaraan bermotor diluar rute yang ditentukan, 

tidak memakai helm, boncengan 3 orang, dan lain sebagainya yang terkait 

pelanggaran lalu lintas; 

4. Terjadi konflik di jalan Taman Siswa antara simpatisan partai politik yang 

berkampanye saat itu (PPP) dengan salah seorang warga masyarakat biasa, 

kejadian tersebut berakibat pada pembacokan salah seorang warga yang 

setelah diidentifikasi warga tersebut mantan paskam PPP yang sudah 

menyebrang ke PKPB, sehingga dapat disimpulkan bukan merupakan 

pelanggaran kampanye tetapi kriminal murni berupa dendam pribadi; 

5. Pencabutan/pelapasan alat peraga kampanye salah satu partai politik di 

jalan Parangtritis, dan Jalan Ireda oleh oknum yang tidak sempat diketahui 

pelakunya; 

6. Terjadinya tawuran di tingkat internal PDIP di Jalan Kusbini, penyebab 

kejadian tersebut akibat ketidakpuasan salah seorang calon anggota 
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legislatif dalam penentuan susunan/urutan daftar calon anggota legislatif 

yang dikeluarkan oleh PDIP.
7
  

Dari laporan tahun 2004 dapat di simpulkan bahwa pelanggaran 

kampanye alat peraga sangat menonjol diantara pelanggaran kampanye yang 

lain seperti pertemuan terbuka, konvoi, dan kekerasan. Berawal dari sini 

memacu penyusun untuk menindak lanjuti pelaksanaan pemasangan alat 

peraga kampanye di dalam Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013.    

Di dalam Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Pemasangan 

Alat Peraga Kampanye di Pasal 3, Pasal 6 , Pasal 7 dan Pasal 8 di sebutkan 

bahwa; 

Pasal 3  

1. Pemasangan alat peraga kampanye tidak di pungut pajak reklame. 

2. Setiap peserta pemilu selama massa kampanye dapat memasang 

alat peraga kampanye di kota Yogyakarta. 

3. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimakasud pada 

ayat (2) wajib memiliki izin kecuali bendera. 

4. Alat peraga kampanye yang berupa bilbord/ cahaya, baliho, 

spanduk, umbul-umbul, rontek/ vertikal banner wajib dipasang/ 

ditempel stiker izin. 
8
 

 

Pasal 6  

1. Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana 

di maksud dalam Pasal 3 di tentukan paling lama  sebagai berikut : 

a. Billboard/ Cahaya 2 (dua bulan); 

b. Baliho 1 (satu) bulan; 

c. Spanduk 1 (satu) bulan; 

d. Umbul-umbul 1 (satu) bulan; 

                                                      
7
 Laporan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2004.  

8
 Peraturan Walikota  No. 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

No. 21 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah  Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta.  
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e. Bendera 1 (satu) bulan; 

f. Balon udara 1 (satu) bulan. 

2. Apabila pemegang izin bermaksud memperpanjang waktu 

pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin, pemasang wajib 

mengajukan perpanjangan. 

3. Perpanjangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat di 

berikan paling banyak 3 (tiga) kali perpanjangan sampai dengan 

berakhirnya massa kampanye. 

4. Peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye dengan 

pembatasan jumlah media sebagai berikut : 

a. baliho atau papan reklame (bilboard) hanya diperuntukkan bagi 

partai politik 1 (satu) zona memuat informasi nomor dan tanda 

gambar partai politik dan / atau visi, misi, program, jargon, foto 

pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR dan 

DPRD; 

b. calon anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame  

(billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) zona; 

c. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai 

politik dan calon anggota DPD paling banyak 25 (dua puluh 

lima) unit pada 1 (satu) zona; 

d. rontek untuk calon anggota DPR dan DPRD dapat dipasang 

oleh partai politik, dan rontek untuk calon anggota DPD dapat 

dipasang oleh yang bersangkutan, dengan ketentuan paling 

banyak 24 (dua puluh empat) unit pada 1 (satu) zona; 

e. spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota 

DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran paling besar 1,5 × 7 

meter hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu)zona; 

f. baliho, yang dapat dipasang pada setiap simpang jalan dalam 1 

m (satu meter) antar baliho; 

g. tempelan, yang dapat digunakan sebanyak 10 % (sepuluh per 

seratus) dari luas papan tempelan untuk setiap peserta pemilu. 

 

Pasal 7 

 

1. Ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Urip Sumohardjo, Jenderal 

Soedirman, Cik Ditiro, Pangeran Diponegoro, Pangeran 

Mangkubumi, Malioboro, Jenderal Ahmad Yani, Trikora Dan 

Penembahan Senopati baik pada fasilitas umum maupun pada 

tanah persil. 

2. Setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas jalan 

sebagaimana dimaksud pada angka 1. Di dalam jarak 25 m (dua 

puluh lima meter) dari sudut simpang, kecuali di tanah persil 

kantor partai politik dan tanah persil tempat diselenggarakanya 

pertemuan atau rapat peserta pemilu; 
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3. Bangunan Pojok Beteng Kulon, Plengkung Gading, Plengkung 

Wijilan Dan Taman Adipura termasuk ruang manfaat jalan di 

depanya; 

4. Alun-Alun Utara Dan Alun-Alun Selatan Kraton, yang meliputi 

lapangan rumput dan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali 

dalam rangka rapat umum; 

5. Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah, dan Perguruan Tinggi; 

6.  Tempat Ibadah, Taman Makam Pahlawan dan Gedung 

Pemerintahan Termasuk Ruang Manfaat Jalan Didepanya; 

7. Jembatan (termasuk jembatan Kereta Api Dan Jembatan Yang 

Penyebrangan), jalan layang, terminal bus, pasar, stasiun kereta 

api, Tempat Khusus Parker Senopati, Tempat Khusus Parkir 

Malioboro I, Tempat Khusus Malioboro II, Tempat Khusus Parkir 

Sriwedani, dan Tempat Khusus Parker Limaran; 

8. Badan jalan, divider jalan dan media jalan; 

9. Tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang 

penerangan jalan umum, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang 

telepon, tiang lampu traffic, tiang pembangkit listrik tenaga surya 

untuk lampu trafific dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan; 

 

Pasal 8 

 

Khusus alat peraga kampanye berupa tempelan dan selebaran tidak 

boleh ditempel  pada pohon milik Pemerintah Daerah, tiang listrik, 

tiang penerangan, jalan umum, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang 

reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/shelter bus, 

kotak pos dan fasilitas umum lainya di seluruh ruas jalan kecuali 

fasilitas umum yang disediakan khusus untuk tempelan reklame/alat 

peraga. 

 

Di dalam pasal-pasal di atas merupakan titik permasalahan yang 

membuat penyususn tertarik untuk meneliti apakah di dalam  Pasal 3, Pasal 6 , 

Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013  sudah diterapkan 

oleh para peserta kamapnye atau belum. karena pada kenyataan di lapangan 

penyusun pernah menjumpai suatu kejadian ada beberapa baliho, spanduk, 

umbul-umbul, rontek/ vertical banner yang tidak terdapat stiker izinya, 

kemudian penempelan rontek di mana-mana  ini merupakan hal yang janggal 

dan membuat penyusun tertarik untuk meneliti sebenarnya apakah 
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pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye di Yogyakarta sudah sesuai 

dengan Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat 

Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 

2014. Mengingat wilayah Kota Yogyakarta terlalu luas maka penyusun 

mengambil beberapa wilayah jalan raya di kota Yogyakarta sebagai tempat 

penelitian dengan memperhatikan jalan-jalan tertentu yang memungkinkan 

setrategis untuk pemasangan alat peraga kampanye yang tidak di larang dalam 

Peraturan Walikota Yogyakarta diantaranya jalan- jalan itu adalah Jalan 

Perintis Kemerdekaan, Jalan Kusuma Negara dan Jalan Glagah Sari. Dengan 

mengambil judul penelitian Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta 

(Studi Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Tentang 

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pertanyaan 

yang menarik adalah apakah pemasangan alat peraga kampanye pemilihan 
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umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sudah sesuai dengan Peraturan 

Walikota Nomor 67 Tahun 2013 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemasangan alat peraga 

kampanye pemilihan umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di 

wilayah kota  Yogyakarta  sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 67 

Tahun 2013. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis ataupun 

secara praktis untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. 

Maka dari itu yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi bekal keilmuan dikemudian hari 

dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Hukum Tata 

Negara. 

b. Memberikan kontribusi efektifitas hukum di lapangan terkait 

pemasangan alat peraga kampanye.  

c. Sebagai salah satu acuan kepustakaan Hukum Tata Negara terutama 

terkait pemasangan alat peraga kampanye.  
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2. Kegunaan Praktis  

a. Sebagai tolak ukur sesuai atau tidak sebuah peraturan diterapkan di 

lapangan dengan memperhatikan kendala-kendala yang terjadi.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 

serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah 

yang diteliti khususnya tentang pemasangan alat peraga kampanye 

pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Yogyakarta. 

 

E. Telaah Pustaka 

Setelah penyusun mencari, memahami, berbagai karya tulis baik berupa 

buku-buku ilmiah, skripsi, tesis, jurnal, baik di web maupun di perpustakaan 

belum banyak yang membahas Peraturan Walikota tentang  alat peraga 

kampanye, hanya beberapa saja yang membahas mengenai alat peraga 

kampanye. penyusun tidak menemukan informasi yang membahas secara 

spesifik tentang Pelaksaaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian di tinjau dari peraturan walikota 

Yogyakarta No. 67 Tahun 2013 Tentang Pelaksananan Pemasanagan Alat 

Peraga Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari berbagai 

informasi penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang 

pemilu dan pelanggarannya diantaranya yaitu: 
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Pertama, Skripsi yang disusun oleh Indrawan Nugroho utomo, Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul Identifikasi 

Pelanggaran Kampanye Dan Upaya Penyelesaian Oleh Panwaslu, KPU, dan 

Polri Pada Pemilu Calon Legeslatif Tahun 2009 di Surakarta.
9
 Dalam skripsi 

ini membahas mengidentifikasi kasus pelanggaran yang dilaporkan saat 

kampanye di lapangan, dan hambatan-hambatan PANWASLU, KPU, dan 

POLRI dalam mengidentifikasi masalah. Sedangkan sangat jauh berbeda 

dengan apa yang akan penyusun teliti yaitu apakah pelaksanaan pemasangan 

alat peraga sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 67 Tahun 

2013 tentang pemasangan alat peraga kampanye  baik dalam perizinan 

maupun batas waktu yang tekah ditentukan oleh pemerintah daerah yang 

diatur melalui Peraturan Walikota tersebut. 

Kedua, Skripsi yang di susun oleh Muhammad Sakinul Wadi Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

yang berjudul Kedudukan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Menurut Yusuf 

Qardhawy.
10

 Dalam penelitian ini menekankan pemilihan umum menurut 

Yusuf Qardhawy kedudukan pemilih dalam pemilu yang kemudian pandangan 

Yusuf Qardhawy dalam tinjauan syar‟iyyah dan dalam tinjauan sejarah. 

Berbeda dengan apa yang penyusunakan teliti mengenai pelaksaan 

pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum. 

                                                      
9
 Indrawan Nugroho Utomo, “ Pelanggaran Kampanye Dan Upaya Penyelesaian Oleh 

Panwaslu, KPU, Dan Polri Pada Pemilu Calon Legeslatif Tahun 2009 Di Surakarta”,  Skripsi, 

Surakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2009). 

10
 Muhammad Sakinul Wadi,”Kedududkan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Menurut 

Yusuf Qardhawy,”Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Jinayah Syiasah Universitas Islam Negeri 

Sunankalijaga Yogyakarta, (2008) 
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Ketiga, Penelitian yang disusun oleh Moh Jamin di tulis dalam jurnal 

konstitusi Universitas Sebelas Maret yang berjudul Kendala Penegakan 

Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2009.
11

 Dalam 

penelitian ini Moh Jamin menguraikan pelanggaran pemilu dan kendala 

penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu legislatif tahun 2009. 

Ke empat Penelitian yang disusun oleh Maria Maya Lestari, dalam Jurnal 

Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009, Universitas Riau. Yang Berjudul 

Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Berdasarkan Jenis Pelanggarannya.
12

 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran 

kampanye yang membahas pelanggaran: pelanggaran administrasi pemilu,  

pelanggaran pidana pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Penelitian ini secara 

umum menjelaskan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilu termasuk 

pelanggaran alat peraga kampanye, akan tetapi dalam penelitian ini 

pengkajianya hanya melihat persepektif Undang-undang No. 10 Tahun 2008 

Tentang Pemilu. Penelitian ini pembahasanya tidak sampai kedalam peraturan 

daerah dan juga pengkajianya cenderung ke tindak pidana pemilu. Berbeda 

dengan yang akan penyusun lakukan yaitu tentang pelaksanaan pemasangan 

alat peraga kampanye di Yogyakarta dilihat dari Peraturan Walikota No. 67 

Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada 

                                                      
` 

11
 Moh Jamin, “Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu Legislatif 

Tahun 2009,” Jurnal Konstitusi Volume II, Jakarta: P3KHAM Universitas Sebelas Maret, 

(2009). 

12
 Maria Maya Lestari,” Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Berdasarkan Jenis 

Pelanggarannya,”  Jurnal Konstitusi  Vol. II, Jakarta : Bkk-Fh Universitas Riau, (2009). 
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penelitian terdapat kesamaan yaitu mengenai pelanggaran-pelanggaran pada 

kampanye pemilihan umum legislatif sedangkan perbedaanya penyusun lebih 

mengkerucut pada Peraturan Walikota dan pelanggararan pemilu pada 

pemasangan alat peraga kampanye. 

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalisis, penyusun  tidak 

menemukan hal-hal yang sama, perbedaan yang signifikan terlihat jelas antara 

penelitian yang satu dengan yang lainya dari objek, maupun lokasi begitu jaga 

dengan yang akan penyusun teliti ini. penyusun belum mendapati yang 

membahas mengenai pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta di 

Tinjau Dengan Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan 

Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan 

Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 

2014 di Kota Yogyakarta.  

 

F. Kerangka Teoretik 

1. Teori Negara Hukum 

Konsepsi negara hukum sebenarnya telah jauh sejak lama di 

gulirkan, pada zaman yunani kuno yaitu plato yang telah menelurkan 

gagasan negara hukum sebagaimana telah di rangkum dalam bukunya 

yang berjudul “Nomoi”. Kemudian konsepsi itupun telah di terjemahkan 

oleh bangsa Inggris dalam bukunya berjudul “The Laws”. Hal itu pun juga 

merupakan pengejawantahan dari konsepsi negara hukum modern, yang 
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mana telah menjadi slogan negara seluruh bangsa ialah „the rule of law, 

not of man‟ yang merupakan tradisi dari kaum Anglo Saxon, dan 

“Rechtsstaat” untuk kaum Eropa Kontinental. Paham the rule of law 

bertumpu pada sistem hukum anglo Saxon atau Common Law System.
13

 

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan 

terjemahan langsung dari rechstaat. Negara Indonesia adalah negara 

hukum (rechtstaat) dan bukan sebuah negara yang menganut sistem 

kekuasaan belaka dan tidak  terbatas (machtstaat).
14

 

Di antara pakar negara hukum menurut pemikiran di Eropa adalah 

Friedrich Julius Stahl. yang pandangannya merupakan perbaikan dari 

pandangan Immanuel Kant, dikenal sebagai negara hukum formal yang 

unsur-unsurnya adalah:
15

 

a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi; 

b. Pemisahan kekuasaan negara; 

c. Pemerintah berdasar undang-undang (wetmatigheid van het bestuur); 

dan 

d. Peradilan Administrasi. 

Suatu Negara Rule of Law atau negara Hukum yang baik haruslah 

menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara 

Hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang 

                                                      
13

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi 

Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan. 

14
 Azhari, Negara Hukum Indonesia Anasis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, 

Cetakan Pertama, (Jakarta : UI-Press, 1995), hlm. 152. 

15
 Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Ind Hill-Co., 1989), 

hlm. 30. 
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paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Menurut Munir 

Fuady misalnya pengaturannya tentang hal-hal sebagai berikut:
16

 

a. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental 

dari rakyat. 

b. Tentang prinsip supremasi hukum. 

c. Tentang pemisahan kekuasaan. 

d. Tentang prinsip checks and balances. 

e. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-

wenang. 

f. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil. 

g. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat 

dalam menjalankan kekuasaan negara. 

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan 

perkembangan masyarakat dan negara. Professor Utrecht membedakan 

dua macam negara hukum yaitu negara hukum formil atau negara hukum 

klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern. negara 

hukum formil menyangkut pengertian hukum bersifat formil dan sempit, 

yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas 

negara adalah melaksanakan peraturan Perundang-undangan tersebut 

untuk menegakan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan 

istilah negara penjaga malam. negara hukum materieal mencakup 

pengertian lebih luas termasuk keadilan didalamnya. Tugas negara tidak 

                                                      
16

 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2009), hlm. 4. 
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hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga 

mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (welfarestate).
17

  

Menurut J.W. Burgess di dalam buku yang ditulis oleh jimmly 

Asshiddiqie menunjukan bahwa orang mendasarkan kewajiban untuk 

patuh atas dua alasan utama. Yang pertama ialah legitimasi dari sumber 

yang mengeluarkan hukum itu; dengan perkataan lain, hak yang diberikan 

kepada penguasa yang membuat hukum, apakah manusia itu (penguasa) 

ditunjuk oleh tuhan, ataukah berdasarkan konstitusional, ataupun suatu 

persetujuan antara penguasa dengan rakyat. Alasan yang kedua ialah 

bersifat rasionalitas, yakni berkenaan dengan nilai dari hukum itu. 

Seringkali timbul berbagai pendapat mengenai nilai dari hukum tertentu 

akan tetapi hukum tertentu itu diterima dan dipatuhi.
18

 

2. Teori Efektivitas  

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 

popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil 

guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas 

sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka 

panjang. 

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang 

menggambarkan tentang efektivitas, yaitu : 

                                                      
17

 Jimmly Asshiddiqie, Hukum Tatanegara Dan Pilar-Pilar Demokrasi ,(Jakarta: 

Konstitusi Press, 2006), hlm. 149. 

18
 C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia , (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), hlm. 318. 
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a. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang 

seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya. 

b. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik 

dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik. 

c. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi 

hasil yang bermanfaat. 

d. Menangani tantangan masa depan.
19

 

Efektivitas hukum menunjukkan kesamaan strategi untuk 

memformulasikan masalah, yaitu perbandingan antara realitas hukum 

dengan cita-cita hukum.
20

 Masalah efektifitas perundang-undangan 

mencakup: 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

b. Kondisi sosial yang mempengaruhi relisasi tujuan. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. 

d. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelembagaan. 

Masalah efektivitas perundang-undangan berkaitan dengan persoalan 

sampai berapa jauhkah perundang-undangan mencapai tujuanya. Faktor-

faktor tersebut merupakan beberapa hal yang berpengaruh, pengaruh yang 

dapat bersifat negative atau positif terhadap taraf efektivitas.
21

 Efektivitas 

hukum akan tercapai apabila faktor-faktor yang mempengaruhi berdampak 

                                                      
19

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/847/BAB%20II%20LANDA

SAN%20TEORI.pdf?sequence=3 Diakses pada hari Kamis 13 Maret 2014, Pukul 21:00 WIB. 

20
 Soerjono Soekanto dkk,  Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, (Jakarta: Bina 

Aksara 1988), hlm. 28. 

21
 Ibid. hlm.76 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/847/BAB%20II%20LANDASAN%20TEORI.pdf?sequence=3
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/847/BAB%20II%20LANDASAN%20TEORI.pdf?sequence=3
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positif atau mendukung hukum yang telah diberlakukan. Besarnya 

efektivitas hukum ditinjau dari indikator-indikator yang akan 

dideskripsikan sesuai hasil wawancara dengan para informan Adapun 

indikator pengukuran efektivitas hukum adalah factor hukumnya sendiri 

(undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, 

faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
22

  

3. Teori Pengawasan 

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti 

“penjagaan”. Istilah ini dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu 

administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.
23

 

Banyak para ahli yang mengungkapkan arti daripada pengawasan 

seperti menurut: 

Menurut P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumya
24

 

 

Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan 

untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai 

pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang 

semestinya atau tidak. Adapun batasan tentang pengendalian sebagai 

segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar 

pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan dengan semestinya
25

 

 

                                                      
22 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum., (Raja 

Grafindo Persada: Jakarta), hlm. 8. 

23
 Anton M. Moeliono, dkk, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,  

1995), hlm. 68 

24
 S. P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung, 1990), hlm. 107.  

25
 Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1983), hlm. 19. 
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Sedangkan menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan 

yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau 

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, 

atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan 

sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan sebab-

sebabnya.  

 

Dengan demikian, pengawasan dapat bersifat:
26

 

 

a. Politik, apabila yang menjadi ukuran atau sasaran adalah 

efektivitas dan atas legitimasi. 

b. Yuridis (hukum), bila tujuannya adalah menegakkan yuridiksitas 

dan atau legalitas. 

c. Ekonomis, bila yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan 

teknologi. 

d. Moril dan susila, bilamana yang menjadi tujuan adalah 

mengetahui keadaan moralitas. 

 

Fungsi terpenting pengawasan adalah untuk menjamin kesatuan 

pemerintahan. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui atau menilai suatu 

pekerjaan apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang dikehendaki, 

direncanakan atau diperintahkan. 

4. Teori Perizinan  

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan 

pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. 

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum Administrasi 

Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkreto 

berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
27

 Menurut Ateng Syarifudin, 

                                                      
26

 S. Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 84. 

27
 Sjachran Basah, Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi 

Negara, (Surabaya : FH UNAIR, 1995), hlm 4. 
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izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan dimana hal yang 

dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan 

perumusan limitati.
28

 Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti 

luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau 

perbuatan tertentu yang secara umum di larang. N.M Speltdan J.B.J.M Ten 

Berge membegi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai 

berikut. 

“Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan 

dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai 

sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.” 

 

“Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.” 

 

“Dengan memberi izin , penguasa memperkenankan orang yang 

memohonya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang 

sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan 

yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus 

atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.” 

 

“Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu 

peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat 

undang-undang untuk mencapi suatu tatanan tertentu atau untuk 

menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuanya ialah 

mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang 

tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan 

dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Yang pokok pada izin 

(dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali 

di perkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan 

yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan 

batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalan bukanlah untuk 

hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat 

khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan 

                                                      
28

 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 

Pelayanan Publik, (Bandung : Nuansa, 2009), hlm 13. 



22 
 

 

dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-

ketentuan).”
29

   

 

Efektivitas sebuah aturan tidak lepas dari bagaimana aturan itu 

dijalankan. Di dalam evektifitas aturan perizinan dan pengawasan 

merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan untuk mengetahui sebuah 

aturan berjalan dengan baik atau tidak. Sebuah aturan adanya pengawasan 

dari pihak yang berwewenang atau bersangkutan akan berjalan berbeda 

dengan aturan yang tidak ada pengasan dari pihak yang bersangkutan 

begitu juga sebuah aturan dalam perizinan maka perizinan merupakan 

tolak ukur dari sebuah aturan itu efektif atau tidak. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan ini penyusun menggunakan penelitian lapangan 

(Field Research) yaitu metode penilitian  mengambil objek penelitian 

peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga 

Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daearah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Apakah sudah 

sesuai diterapkan atau belum.  Dalam hal ini  Selanjutnya penyusun akan 

mengkaji lebih mendalam terkait masalah yang di teliti dari data yang 

sudah ada. 
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 Ridwan  HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2011) hlm. 200. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan 

mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini dilakukan dengan alat dan teknik sebagai 

berikut:  

a. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik 

wawancara (interview), yaitu mengajukan pertanyaan yang terarah 

secara langsung kepada subyek penelitian, dalam hal ini ketua atau 

wakil ketua Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan 

(DPDPK),Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta (KPU kota), 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogykarta (Panwaslu Kota), 

dan partai politik yang terkait. 

b. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang kusus serta pencatatan yang 

sistematis yang di tujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam 

rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.  

c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa 

dokumen. Data-data tersebut di peroleh dari Dinas Pajak Daerah Dan 

Pengelolaan Keuangan, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, 

dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta. 
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d. Selain itu juga menggunakan studi pustaka, yaitu data yang diperoleh 

dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet 

dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, 

dalam hal ini pemasangan alat peraga kampanye pemilu DPR, DPD, 

dan  DPRD Tahun 2014 di tinjau dari peraturan Walikota Yogyakarata 

No. 67 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye 

Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Tahun 2014.   

e. Penelitian lapangan, metode ini digunakan penyusun untuk 

mengumpulkan data dengan turun langsung kepada pihak yang 

bersangkutan yaitu ketua atau wakil ketua Dinas Pajak Daerah dan 

Pengelolaan Keuangan (DPDPK), Komisi Pemilihan Umum Kota 

Yogyakarta (KPU kota) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota 

Yogyakarta (Panwaslu Kota) 

4. Sumber Penelitian  

a. Data Primer 

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang berupa 

hasil wawancara dan data yang di peroleh dari instansi-instansi terkait 

yang berupa, daftar calon legislatif, aturan Komisi Pemilihan Umum, 

data Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan data panitia 

pengawas pemilu.  

b. Data Sekunder 

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-

bahan hukum yang terdiri dari: 
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1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan 

mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian. yakni : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

d) Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman 

(Lembaran Darah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D) 

e) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 

Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame . 

f) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 

2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. 
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2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya : 

a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

b) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, yang terdiri dari: 

a) Kamus Hukum. 

b) Kamus Bahasa Indonesia. 

5. Analisis Data 

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama 

penelitian menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif Yaitu 

metode analisis data yang mengelompokan dan menyeleksi data yang 

diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya
30

 

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode 

yang dipakai dalam menganalisa dalam penelitian ini menggunakan 

analisis data dengan penalaran deduktif.
31 Deduktif merupakan langkah 

analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk 

                                                      
30

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 32. 

31
 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42. 
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membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-

masing sub-sub sebagai penjelasan dan perinciannya. Adapun sistematikanya 

adalah sebagai berikut:  

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Pada bab kedua, pembahasan mengenai pemilu dan demokrasi 

ditujukan pada teori yang berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang 

pemilu dalam konteks negara hukum, pemilu dalam konteks demokrasi, 

pemilu, prizinan, dan Pengawasan. 

Pada bab ketiga, penjelasan mengenai Pengaturan Pemasanagan Alat 

Peraga Kampanye  Melalui  Peraturan Walikota meliputi Undang-undang No. 

8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013, Peraturan Daerah  

Yogyakarta No. 1 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Yogyakarta No. 8 Tahun 

1998.  

Pada bab keempat, analisis terhadap pelaksanaan pemasangan alat 

peraga kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 

2014 Di Yogyakarta studi atas Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 
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Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian 

yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun menguraikan 

mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah dan diikuti dengan  pembahasan dan 

analisis dari penyusun dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemasangan alat 

peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota 

Yogyakarta belum sesuai sebagaimana  yang diatur dalam Peraturan Walikota 

No. 67 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta 

No. 21 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Karena banyak pasal-pasal di 

dalam Peraturan Walikota tersebut yang diabaikan para peserta kampanye baik 

dalam perizinan pemasangan alat peraga kampanye, pelaksanaan pemasangan 

alat peraga kampanye maupun dalam pencabutan alat peraga kampanye. 

Pasal-pasal tersebut di antaranya: Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan 

Pasal12. Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung kenapa peserta 

kampanye tidak melaksanakan aturan sesuai dengan pasal di atas akan tetapi, 

cenderung melanggar atau mengabaikan karena faktor-faktornya antara lain 

sebagai berikut: 

1. peserta kampanye mengartikan pesta demokrasi itu harus dimeriahkan 

dengan banyak memasang alat peraga kampanye. 

2. Peraturan Walikota tidak di pahami substansinya oleh peserta kampanye. 
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3.  pemasanganya tidak dilakukan oleh peserta kampanye yang bersangkuta 

atau yanag mengetahui Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013.  

4. Sanksi di dalam Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013 tersebut tidak ada. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah  

a. Undang-undang pemilu sebaiknya diadakan perubahan dalam hal 

sanksi yaitu diberikan sanksi administratif berupa denda untuk 

pelanggaran alat peraga kampanye sehingga, peraturan di bawahnya 

mempunyai payung yang kuat sampai ke Peraturan Walikota.  

b. Pemerintah sebaiknya mengadakan penataan semua bendera partai 

politik dalam satu zona dengan pembatas bendera merah putih maka 

akan terlihat rapi. 

c. Sosialisasi Peraturan Walikota No.67 Tahun 2013 tersebut baik di 

media cetak maupun elektronik. 

 

2. Panwaslu Kota  

a. penambahan personil Panwaslu untuk mengawasi sampai ke pelosok-

pelosok kampung. 

b. Panwaslu sebaiknya membuat larangan atau aturan yang ada di dalam 

Peraturan Walikota berupa poster disetiap tempat pemasangan poster 

yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta supaya 

masyarakat mengetahui apa dan bagaimana pemasangan alat peraga 

kampanye yang benar sehingga masyarakat ikut serta mengawasi dan 
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melaporkan kepada Panwalu adanya pelanggaran-pelanggaran 

pemasangan yang dilakukan oleh Caleg atau partai politik 

c. Pendampingan pemasangan langsung dari pihak Panwaslu atau yang 

bertugas. 

d. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta 

harus kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, 

Panwaslu Kota Yogyakarta dan Dinas Ketertiban. Dalam hal perizinan 

pemasangan untuk mengetahui para peserta kampanye yang tidak 

mendaftar dalam pemasangan atau yang tidak izin. 

3. Partai Politik dan Caleg  

a. Partai Politik dan caleg harus mempunyai kesadaraan mentaati 

peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013. 

b. Partai politik dan caleg harus mencermati isi atau substansi dari 

Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2013. 

c. Partai politik dan caleg sebaiknya jika memasang menyuruh orang 

yang  mengetahui substansi dari Peraturan Walikota No. 67 Tahun 

2013 sehingga mengetahui dimana mereka harus memasang dan 

dimana mereka tidak bleh memasang.  
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PARTAI POLITIK 

 

1. Apakah bapak/ibu/saudara mengetahui Peraturan Walikota No. 67 Tahun 

2013? 

2. Apakah Bapak/ ibuk/Saudara di undang oleh KPU ketika sosialisasi perwal? 

3. Bagaimana proses pemasangan alat peraga kamapanye ? 

4. Apakah ketika KPU akan mencabut atau akan memindahkan alat peraga 

memberikan surat pemberitahuan ? 

5. Mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik 

sebenarnya apa yang mendorong untuk melakukan itu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KPU  

KOTA YOGYAKARTA 

 

1. Bagaimana proses pembentukan Perwal No. 67 Tahun 2013? 

2. Apakah setiap partai diundang ketika pembentukan Perwal No. 67 Tahun 

2013? 

3. Bagaimana proses pencabutan alat peraga ? 

4. apakah selama ini ada sangsi untuk pelanggaran APK? Jika tidak apakah perlu 

di adakan sanksi? 

5. Menurut Bp/Ibu apakah selama massa kamapanye ini pelaksanaan 

pemasangan alat peraga sudah sesuai dengan perwal?  

6. Umtuk menjadikan kamapanye pemilu yang akan datang supaya lebih baik 

apa saran Bapak/ Ibu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PANWASLU  

KOTA YOGYAKARTA 

 

1. Pengawasan di bagian apa menurut Bapak yang paling sulit? 

2. Untuk perizinan apakah merupakan masih wewenang panwaslu? 

3. Kapan lapaoran pelanggaran itu disampaikan ke Kpu Kota? 

4. Apa saja Kendala-kendala Panwaslu dalam melaksanakan pengawasan? 

5. Apa masukan atau saran untuk menjadikan peserta kampanye supaya tidak 

melanggar peraturan yang ada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



HASIL WAWANCARA DENGAN PARTAI POLITIK 

1. Apakah bapak/ibuk/saudara mengetahui Peraturan Walikota No.  67 Tahun 

2013? 

Tentu saja mengetahui isi dari pada Perwal No. 67 Tahun 2013 tersebut 

Karena pada saat pembentukan hingga pengundangan kita, partai politik di 

undang untuk kesepakatan bersama.  

2. Apakah Bapak/ ibuk/Saudara di undang oleh KPU ketika sosialisasi Perwal? 

Iya setiap perwakilan partai politik  diundang ketika pembentukan hingga  

sosialisasi pengundanganya. 

3. Bagaimana proses pemasangan alat peraga kamapanye ? 

Pemasanagan alat peraga bisa dari partai politik kemudian bisa pula dari calon 

legislatif prosesnya  jika dari partai politik biasaanya menyuruh anggota partai 

untuk memasang, biasa juga menyuruh orang lain untuk memasangkan dengan 

memberi upah. kami juga kerjasama dengan pihak percetakan untuk sekaligus 

memasangkan. Kalo dari calon legislatif biasaanya tim sukses mereka yang 

memasang jarang sekali calon legis latif memasanag sendiri.  

4. Apakah ketika KPU akan mencabut atau akan memindahkan alat peraga 

memberikan surat pemberitahuan ? iya ketika kami salah memasang sebelum 

pencabutan dari Dinas Ketertiban mereka mengirim suran pemberitahuan 

untuk memindahkan alat peraga. 

5. Mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik 

sebenarnya apa yang mendorong untuk melakukan itu? 

Sebenarnya pemilu itu pesta demokrasi jadi menurut kami dan mungkin para 

simpatisan juga bahwa pesta itu harus meriah dengan memasang alat-alat 

peraga sehingga akan terlihat seperti pesta ini hanya anggapan kami. 

 

Keterangan informasi ini diperoleh dari : 

a. partai Gerindra 

b. partai  PKS 

c. partai PAN  



HASIL WAWANCARA DENGAN KPU KOTA YOGYAKARTA 

1. Bagaimana proses pembentukan Perwal No. 67 Tahun 2013? 

Jadi KPU dan pemerintah kota dengan berpedoman pada UU No. 8 Tahun 

2012 bekerja sama membuat Peraturan Walikota dengan mengundang: dinas 

ketertiban, DPDPK, partai politik, humas, bagian hukum, panwaslu dan 

kepolisian. Terlebih dahulu kami membuat perwal kemudian kita bahas 

bersama-sama dan disetujui bersama hingga sosialisasi pengundangan.   

2. Apakah setiap partai diundang ketika pembentukan Perwal No. 67 Tahun 

2013? 

Pada saat itu semua partai diundang dan datang semua berdasarkan daftar 

hadir. 

3. Bagaimana proses pencabutan alat peraga ? 

Jadi proses pencabutannya dari panwaslu memberikan rekomendasi kepada 

KPU kemudian KPU memberikan surat pemberitahuan pemindahan dan 

pencabutan kemudian panwaslu memberikan surat rekomendasi kepada dinas 

ketrtiban bersama polresta untuk menertibkan alat peraga sesuai rekomendasi 

tersebut. 

4. Apakah selama ini ada sangsi untuk pelanggaran APK? Jika tidak apakah 

perlu di adakan sanksi?  

Kalo untuk sanksi tidak ada hanya pencabutan saja, karena dilihat dari 

Undang-undang diatasnya tidak ada sanksi untuk pelanggaran alat peraga 

kampanye. Kalo ada dan tidak itu bagusnya ada sanksi tetapi sangsi harus dari 

Undang-undang yang lebih tinggi juga sehingga peraturan di bawahnya 

menjalankan sesuai undang-  undang yang di atasnya. 

5. Menurut Bp/Ibu apakah selama massa kamapanye ini pelaksanaan 

pemasangan alat peraga sudah sesuai dengan perwal?  

Kalo mengenai sesuai dan belum sesuai kami sulit menyimpulkan kami lebih 

pas mengunakan kata patuh dan tidak patuh karena batasan sesuai itu tidak ada 

bagi saya. 



6. Umtuk menjadikan kamapanye pemilu yang akan datang supaya lebih baik 

apa saran Bpak/ Ibu? 

a.  masyarakat mulai sekarang harus cerdas memilih bahwa, peserta 

kamapanye yang memasang alat peragakampanye tidak sesuai dengan 

peraturan jangan dipilih sehingga nanti kedepanya peserta kampanye akan 

berlomba-lomba memasang sesuai dengan peraturan yang ada. 

b. Paratai polik, simpatisan dan caleg harus menghilangkan pikiran 

tradisional dengan mengartikan bahwa pesta demokrasi itu dengan 

memasang alat peraga kampanye sebanyak-banyaknya.  

 

Keterangan: 

wawancara dengan Ketua KPU Kota Yogyakarta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



HASIL WAWANCARA DENGAN PANWALU  

KOTA YOGYAKARTA 

 

 
1. Pengawasan di bagian apa menurut Bapak yang paling sulit? 

Yang paling sulit itu penafsiran alat peraga kamapanye sebagai contoh ada 

lambangnya atau tidak seperti itu. Di dalam perizinan juga, jika kami tidak 

mengesampingkan izin mungkin semua alat peraga dicabut semua. 

2. Untuk perizinan apakah merupakan masih wewenang panwaslu? 

Untuk perizinan sebenarnya wewenang kami tetapi untuk saat ini kami 

mengesampingkan perizinan karena seperti yang saya katakan tadi bahwa kalo 

kita cari yang izin dan tidak hampir semua tidak izin dan itu harus dicabut. 

3. Kapan lapaoran pelanggaran itu disampaikan ke Kpu Kota? 

Sebenarnya satu minggu akan tetapi Karena melihat anggaran Dinas 

Ketertiban bawa penertiban 1 bulan sekali untuk anggaranya maka laporan 

kami sampaikan 1 bulan sekali.  

4. Apa saja Kendala-kendala Panwaslu dalam melaksanakan pengawasan? 

Kendala kami itu pada eksekusi  jadi ketika kami mengirimkankan 

rekomendasi minggu ini maka untuk ekskusinya nunggu 1 bualan dulu. 

Kemudian yang kedua itu adanya perlawanan simpatisan dari partai politik 

5. Apa masukan atau saran untuk menjadikan peserta kampanye supaya tidak 

melanggar peraturan yang ada? 

Harus ada kesadaran dari peserta kamapanye dan perlunya di berikan sanksi 

denda. 

 

 

Keterangan: 

Informasi diperoleh dari Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta. 



 



 

 

      

 

WALIKOTA  YOGYAKARTA 

 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
 

NOMOR 21 TAHUN  2013 
 

TENTANG 
 

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 

DI KOTA YOGYAKARTA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 13 huruf d Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk menjaga citra, predikat Kota 

Yogyakarta Berhati Nyaman serta menciptakan etika, estetika, 

kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga 

kampanye selama masa kampanye Pemilihan Umum tahun 2014 

perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta; 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 

Nomor 3699, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 68); 

 



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5246); 

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5316); 

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5339); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 



Umum Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah;  

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 

Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah  

Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);  

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 

Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran 

Daerah  Tahun 1998 Nomor 1 Seri C); 

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang 

Masterplan Reklame Dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta; 

16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2011 tentang Izin 

Penyelenggaraan Alat Peraga Menyerupai Reklame Yang Bertujuan 

Non Komersial; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMASANGAN 

ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA 

YOGYAKARTA 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah 

penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta. 

2. Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota 

adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 

Kota Yogyakarta. 

3. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD DIY dan 

DPRD Kota serta perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. 

4. Kepolisian Resort Kota yang selanjutnya disebut Polresta adalah Kepolisian Resort Kota 

Yogyakarta. 



5. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. 

6. Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah yang selanjutnya disebut Dinas Kimpraswil 

adalah Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta. 

7. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPDPK 

adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 

8. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup 

Kota Yogyakarta. 

9. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih 

dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu. 

10. Masa kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah 

calon peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dimulainya masa 

tenang. 

11. Masa tenang adalah waktu dimana peserta Pemilu sudah tidak diperbolehkan melakukan 

kampanye, berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara. 

12. Alat peraga kampanye adalah alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non 

komersial berupa semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, 

symbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan 

kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan 

atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu. 

13. Pemasang alat peraga kampanye adalah Peserta Pemilu. 

14. Sticker izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh DPDPK sebagai pengesahan atas 

alat peraga kampanye. 

15. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang 

pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu 

jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, 

gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. 

16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 

17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 

 

BAB II 

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE 

Pasal 2 

Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah : 

1. Billboard/cahaya dengan ukuran maksimal 4 m x 8 m; 

2. Baliho vertikal dengan ukuran maksimal lebar 3 m x tinggi 4 m; 

3. Spanduk dengan ukuran maksimal tinggi 1 m x panjang 8 m; 

4. Umbul-umbul dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 7 m; 

5. Rontek/vertical banner dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 3 m; 

6. Bendera; 



7. Tempelan dan selebaran; 

8. Balon udara dengan ketinggian maksimal 30 m dari permukaan tanah; 

9. Berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.  

 

BAB III 

IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE 

Pasal 3 

(1) Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame. 

(2) Setiap peserta Pemilu selama masa kampanye dapat memasang alat-alat peraga 

kampanye di Kota Yogyakarta. 

(3) Pemasangan alat-alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

memiliki izin kecuali jenis alat peraga tempelan, selebaran dan jenis alat peraga berjalan 

pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor. 

(4) Alat-alat peraga kampanye yang berupa billboard/cahaya, baliho, spanduk, umbul-

umbul, rontek/vertical banner wajib dipasang/ditempel sticker izin. 

 

Pasal 4 

Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh DPDPK. 

 

Pasal 5 

(1) Calon pemasang mengisi formulir permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye, 

dengan melampirkan foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/ Surat Ijin 

Mengemudi/ lainnya) sebelum memasang alat peraga kampanye. 

(2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengurus 

Partai Politik/pelaksana kampanye yang telah ditetapkan oleh pimpinan Partai Politik 

dan telah terdaftar di KPU Kota serta calon anggota DPD yang telah ditetapkan oleh 

KPU. 

(3) Formulir permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye dan naskah Surat Izin 

Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II 

Peraturan ini. 

 

Pasal 6 

(1) Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ditentukan paling lama sebagai berikut : 

1. Billboard/cahaya 2 (dua) bulan; 

2. Baliho 1 (satu) bulan; 

3. Spanduk 1 (satu) bulan; 

4. Umbul-umbul 1 (satu) bulan; 

5. Rontek/vertical banner 1 (satu) bulan; 

6. Bendera 1 (satu) bulan; 

7. Balon udara 1 (satu) bulan. 



(2) Apabila pemegang izin bermaksud memperpanjang waktu pemasangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin, 

pemasang wajib mengajukan perpanjangan. 

(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling banyak 3 

(tiga) kali perpanjangan sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 

(5) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye dengan pembatasan jumlah 

media sebagai berikut : 

a. billboard, maksimal 7 (tujuh) titik untuk setiap peserta pemilu. 

b. spanduk, yang dapat dipasang pada 1 (satu) panggung spanduk adalah 1 (satu) 

spanduk untuk setiap peserta pemilu. 

c. baliho, yang dapat dipasang pada setiap simpang jalan adalah 1 (satu) titik untuk 

setiap peserta pemilu dengan jarak minimal 1 m (satu meter) antar baliho. 

d. tempelan, yang dapat digunakan sebanyak 10 % (sepuluh per seratus) dari luas 

papan tempelan untuk setiap peserta pemilu. 

 

BAB IV 

LARANGAN DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE 

Pasal 7 

Pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka kampanye dilarang ditempatkan pada : 

1. Ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Urip Sumohardjo, Jenderal Sudirman, Cik Di Tiro, 

Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Malioboro, Jenderal Ahmad Yani, Trikora 

dan Panembahan Senopati baik pada fasilitas umum maupun pada tanah persil. 

2. Setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas jalan sebagaimana dimaksud 

pada angka 1. di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang, kecuali di 

tanah persil Kantor Partai Politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan 

atau rapat peserta Pemilu; 

3. Bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan dan Taman 

Adipura termasuk Ruang Manfaat Jalan di depannya; 

4. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan Kraton, yang meliputi lapangan rumput dan ruang 

manfaat jalan di sekitarnya, kecuali dalam rangka rapat umum; 

5. Rumah Sakit, Puskesmas, sekolah, dan perguruan tinggi; 

6. Tempat ibadah, Taman Makam Pahlawan dan gedung pemerintah termasuk Ruang 

manfaat jalan di depannya; 

7. Jembatan (termasuk jembatan kereta api dan jembatan penyeberangan), jalan layang, 

terminal bus, halte bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Ngabean, 

Tempat Khusus Parkir Senopati, Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus 

Parkir Malioboro II, Tempat Khusus Parkir Sriwedani dan Tempat Khusus Parkir Limaran; 

8. Badan jalan, divider jalan dan median jalan; 



9. Tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, 

tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang pembangkit listrik 

tenaga surya untuk lampu traffic dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan; 
 

Pasal 8 

Khusus alat peraga kampanye berupa tempelan dan selebaran tidak boleh ditempel pada 

pohon milik Pemerintah Daerah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, 

tiang lampu traffic, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/shelter bus, 

kotak pos dan fasilitas umum lainnya di seluruh ruas jalan kecuali fasilitas umum yang 

disediakan khusus untuk tempelan reklame/alat peraga. 

 

Pasal 9 

Pemasang alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut : 

1. Isi tidak berbau SARA; 

2. Alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri; 

3. Tidak merusak trotoar dan taman kota; 

4. Jika baliho ditempatkan di trotoar, harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan 

trotoar; 

5. Pemasangan tiang untuk alat peraga kampanye jenis baliho dengan cara melubang 

trotoar harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kimpraswil dan apabila ditempatkan 

di taman kota harus mendapatkan rekomendasi dari BLH dengan disertai surat 

pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan seperti semula; 

6. Memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak 

mengganggu kepentingan umum; 

7. Alat peraga kampanye di tanah negara selain billboard/cahaya, baliho, spanduk dan 

tempelan pada panggung spanduk milik Pemerintah Daerah, tidak boleh dipasang di 

simpang jalan dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang;   

8. Alat peraga kampanye jenis baliho yang ditempatkan pada simpang jalan di dalam jarak 

25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan : 

a. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu traffic: 

1). untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua 

sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar 

tiang lampu traffic; 

2). untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut : 

a). disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus 

berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic; 

b). disisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya 

harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic; 

b. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan lampu traffic: 



1). untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka di semua 

sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar 

sudut jalan (belokan); 

2). untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut disisi jalan yang terdapat sudut 

simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) 

dari sisi luar sudut jalan (belokan); 

c. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu traffic;  

d. jika ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan 

trotoar; 

e. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk 

lampu traffic maka harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari tiang tersebut. 

9. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila 

penyelenggaraan alat peraga kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan; 

10. Mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya, apabila 

penyelenggaraan alat peraga kampanye di billboard/cahaya pada tanah Negara yang 

dikelola Pihak Ketiga. 

11. Tidak menutup lampu traffic dan rambu lalu lintas. 

12. Tidak menutup reklame yang sudah berizin. 

13. Tidak melintang di atas badan jalan. 

14. Tidak menutupi alat peraga yang sudah terpasang. 

 

BAB V 

PENERTIBAN DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE 

Pasal 10 

KPU Kota berwenang memerintahkan peserta Pemilu untuk mencabut dan membongkar alat 

peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. 

 

Pasal 11 

Panwaslu Kota, Polresta dan Dinas Ketertiban secara bersama-sama berwenang mencabut 

dan membongkar alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan ini tanpa harus memberitahukan kepada peserta Pemilu. 

 

Pasal 12 

Pelepasan/pembersihan alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir, wajib 

dilakukan oleh masing-masing peserta Pemilu. 

 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 13 

Alat peraga kampanye dari seluruh peserta Pemilu dapat dipasang secara bersama-sama 

pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atas fasilitasi KPU Kota dan 

Pemerintah Daerah. 



BAB VII 

PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 

 

        Ditetapkan di Yogyakarta 

                      pada tanggal 28 Februari 2013 
 

       WALIKOTA YOGYAKARTA, 
 

ttd 
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Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 28 Februari 2013 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 
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